BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR {f TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk
meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam
upaya peningkatan pendapatan asli daerah, perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kubu
Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor_ 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5676);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
(Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019
Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor
22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
(Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020
Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun

2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 56) yang telah beberapa kali

diubah dengan Peraturan Bupati:

a. Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
2020 Nomor 21); dan

b. Nomor 22 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
2020 Nomor 22);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:

a.

b e e

Calon PNS:;

PNS;

Penjabat Sekretaris Daerah;
Pejabat Pelaksana Tugas; dan

Pejabat Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas lebih dari 1
(satu} bulan dan/atau apabila pejabat definitif bersangkutan
melaksanakan cuti besar.



(2} TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
a. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
b. PNS yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan Negara;

c. PNS yang bertugas sebagai Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan
Sekretaris Daerah yang telah mendapatkan honorarium sebagai
Ajudan;

d. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan; atau

e. Pejabat Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas kurang dari
1 (satu) bulan.

(3) Apabila PNS rangkap jabatan sebagai pelaksana tugas maka hanya
mendapatkan salah satu TPP yang mempunyai besaran nilai lebih
tinggi.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 14

(1) PNS yang mendapat insentif atas pungutan pajak dan/atau retribusi

diberikan TPP Beban Kerja Umum.

(2) Besaran TPP Beban Kerja Umum dihitung berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {4) dan ayat (5).

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) bagi Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola
Keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
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